
 

i 

 

GERAKAN AGRARIA UNTUK KEDAULATAN RUANG DAN 

KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS TANAH: STUDI PADA 

SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH DI YOGYAKARTA 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  

di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan 

 

 

 

 

 

Disusun oleh:  

SEPTI PUSPITA SARI 

NIT. 22314514 

 

 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

POLITEKNIK AGRARIA STPN  

2026 



 

vii 

 

ABSTRACT 

 

Spatial sovereignty and women's sovereignty over land are important issues 

because women still face limited access, control, and participation in the 

management of agrarian resources. This study aims to analyze the characteristics of 

the Solidaritas Perempuan Kinasih movement, women's understanding of 

sovereignty over space and land, the forms of advocacy carried out, and the 

movement network built. The study used a descriptive qualitative approach with 

life history techniques, in-depth interviews, observation, documentation, and 

document studies. The results show that SP Kinasih is a feminist-based women's 

movement organization that fights for spatial sovereignty and women's sovereignty 

over land through organizing, policy advocacy, public campaigns, dialogues, 

hearings, demonstrations, and public discussions. Women interpret sovereignty 

over space and land as the right to access, manage, control, and determine the use 

of resources related to their lives. In addition, SP Kinasih builds movement 

networks with various organizations and communities, including the Kelompok 

Perempuan Petani Karisma, which contributes to increasing women's knowledge, 

skills, self-confidence, economic independence, and solidarity. The research 

findings indicate that organizing, advocacy, and movement networks play a 

significant role in strengthening women's positions as subjects with sovereignty 

over space and land. 

Keywords: Women's Movement, Spatial Sovereignty and Women's Sovereignty 

Over Land, Advocacy  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gerakan perempuan agraria menurut Konsorsium Pembaruan 

Agraria adalah bentuk perlawanan perempuan terhadap ketimpangan 

struktur kepemilikan tanah dan hilangnya sumber-sumber agraria yang 

berdampak langsung pada perempuan. Perempuan seringkali mengalami 

diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil yang disebabkan oleh kelindan 

sistem patriarki dan sistem kapitalis yang semakin menindas perempuan. 

Akibatnya perempuan menjadi korban yang paling terdampak ketika 

mengalami perampasan tanah di berbagai wilayah konflik agraria di 

Indonesia (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Selain berhadapan 

dengan struktur agraria yang timpang dan memudahkan penguasaan tanah 

desa oleh pemodal besar, perempuan juga harus melawan stigma bahwa 

perempuan tidak pantas mengurus tanah dan hutan (FWI, 2025). 

Pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa tiap-tiap warga 

negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta 

untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa prinsip kesetaraan 

dan keadilan gender secara tegas tercantum di dalam UUPA. Ketentuan ini 

menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam 

memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya baik 

bagi diri sendiri maupun keluarganya (Mahfiana, 2016). 

Menurut Silviana (2024), gerakan emansipasi perempuan memberi 

dampak baik dan dapat memperluas peran perempuan. Perluasan peran 

tersebut juga didorong oleh perjuangan kaum feminis untuk mencapai 

kesetaraan gender. Gerakan feminisme bertujuan untuk membantu 
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perempuan memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan di masyarakat 

Indonesia yang masih dominan patriarki (Ilaa, 2021). 

Menurut Fadli & Ali (2021), kedaulatan tanah bersinonim dengan 

penguasaan dan kepemilikan tanah.  Kepemilikan tanah adalah hubungan, 

baik yang didefinisikan secara hukum maupun adat, antarmanusia (individu 

maupun kelompok) terkait dengan tanah yang meliputi hak untuk 

menggunakan, menguasai, dan mengalihkan tanah, serta tanggung jawab 

dan batasan terkait (Huntington & Stevens, 2023). Selain itu, menurut UNH 

(2024), kedaulatan tanah juga diartikan sebagai hak untuk mengendalikan, 

mengatur dan menentukan kontrol pengelolaan atas tanah, baik yang berada 

dalam penguasaan negara, masyarakat, maupun individu. Kedaulatan tanah 

penting untuk diupayakan, yaitu dengan mempertahankan aset 

kepemilikannya agar tidak ada ketimpangan penguasaan dan kepemilikan 

tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah tidak hanya memicu konflik agraria 

dan sengketa, tetapi juga berpotensi melanggar HAM (Earlene & Djaja, 

2023). Keterbatasan dalam kepemilikan lahan secara langsung 

mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berperan dalam proses 

pengambilan keputusan (Zulfiyani, 2025). Maka, dalam hal ini, kedaulatan 

perempuan atas tanah adalah hak untuk memiliki, menguasai, 

mengendalikan dan mengatur tanah sehingga perempuan memiliki kontrol 

pengelolaan atas sumber penghidupan dan dapat terlibat dalam pengambilan 

keputusan, serta terbebas dari ketimpangan dan praktik patriarki yang 

membatasi akses mereka terhadap tanah. 

Keterbatasan dalam kepemilikan lahan yang masih rendah dapat 

dilihat dari persentase kepemilikan tanah atas nama perempuan. Badan 

Pertanahan Nasional melaporkan bahwa hanya 24,2% lahan di Indonesia 

yang terdaftar atas nama perempuan (Astri dkk., 2021). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hak atas tanah cenderung dipegang oleh laki-laki atau 

kelompok kekerabatan yang dikendalikan oleh laki-laki. Hal ini juga terjadi 

pada tingkat global, di mana pada survei tahun 2017 terhadap 104 negara 

menemukan bahwa kurang dari 13% pemilik lahan pertanian adalah 
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perempuan (Glazebrook et al., 2020). Kepastian hak atas tanah bagi 

perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, 

memperkuat posisi tawar perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, 

serta mengurangi kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Terdapat 

dua dimensi penting untuk mengkonseptualisasikan dan mengukur 

kesenjangan gender dalam hal akses terhadap tanah, yaitu berfokus pada 

kumpulan hak atas tanah yang dimiliki individu (seperti hak untuk menjual, 

mewariskan, mengelola, atau mengendalikan hasil ekonomi dari tanah 

mereka) dan berfokus pada indikator yang digunakan untuk memberikan 

gambaran akurat tentang ketidaksetaraan hak atas tanah antara perempuan 

dan laki-laki. Di berbagai belahan dunia, akses terhadap hak atas tanah yang 

terjamin masih belum merata, terutama bagi perempuan yang cenderung 

mengalami kerugian lebih besar dibandingkan laki-laki (FAO, 2018). 

Ketika nama perempuan tidak dicantumkan dalam sertipikat tanah, mereka 

menjadi lebih rentan kehilangan hak atas tanah dan tempat tinggal apabila 

terjadi klaim sepihak oleh pihak laki-laki yang namanya tercantum sebagai 

pemilik (Ramadanu & Harfianty, 2018). Oleh karena itu, kepemilikan tanah 

penting karena dapat memberikan perlindungan hukum, memperkuat posisi 

perempuan sebagai aktor ekonomi yang setara, serta meningkatkan peluang 

mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa (Zahra 

dkk., 2026). 

Pentingnya hak efektif bagi perempuan atas tanah bukan hanya 

memiliki tanah di atas kertas (legal rights), tapi harus ada hak kontrol 

perempuan terhadap tanah (Erlina, 2017). Hal tersebut masih menghadapi 

tantangan yang signifikan karena adanya ketimpangan gender dalam 

struktur penguasaan tanah yang berdampak langsung pada jaminan 

penguasaan tanah mereka. Menurut Doss & Meinzen-Dick (2020), jaminan 

penguasaan tanah tidak hanya mencakup pemahaman tentang hak-hak yang 

dimiliki perempuan, tetapi juga sejauh mana hak-hak tersebut terjamin. 

Jaminan penguasaan tanah merujuk pada tingkat kepercayaan bahwa 

pemilik atau pengguna lahan tidak kehilangan hak-haknya atas tanah 
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tersebut tanpa dasar yang sah. Jaminan penguasaan tanah ini merupakan 

jaminan yang wajar terhadap kelangsungan hak atas tanah yang diperkuat 

oleh keyakinan bahwa hak tersebut akan diakui oleh pihak lain dan 

dilindungi melalui mekanisme hukum dan sosial ketika digugat.   

Food and Agriculture Organization (2018), mencatat beberapa 

kerentanan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan hak atas tanah, 

yaitu: (1) Perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki dalam hal hak atas 

tanah, baik dalam kepemilikan, pengelolaan, pengalihan, maupun hak 

ekonomi; (2) Secara global, kurang dari 15% pemilik tanah adalah 

perempuan; (3) Perempuan merupakan bagian yang jauh lebih kecil dari 

seluruh pemilik lahan; (4) Perempuan pemilik tanah biasanya lebih sedikit 

yang mencantumkan namanya dalam dokumen kepemilikan tanah; (5) 

Perempuan memiliki bagian tanah lebih sedikit dibandingkan dengan laki-

laki. Maka untuk mengatasi kerentanan ini, FAO merekomendasikan 

beberapa hal, antara lain: (1) Menyediakan data statistik mengenai akses 

dan kendali atas tanah untuk laki-laki dan perempuan; (2) Menyediakan data 

kepemilikan tanah untuk berbagai jenis hak; (3) Melakukan analisis statistik 

hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan dalam konteks kerangka hukum 

nasional; (4) Mendorong kebijakan dan kerangka hukum yang peka 

terhadap gender untuk memajukan hak-hak perempuan atas tanah. 

Menurut Erlina (2017), terdapat tiga hal yang perlu dipahami terkait 

hak perempuan atas tanah, yaitu: (1) Perbedaan antara pengakuan hukum 

dan pengakuan sosial; (2) Perbedaan antara kepemilikan dan kemampuan 

untuk mengelola tanah; (3) Perbedaan hak perempuan atas tanah sebagai 

individu dan hak perempuan sebagai anggota kelompok keluarga atau istri. 

Upaya keterlibatan perempuan dalam organisasi sangat penting dan upaya 

keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan organisasi mulai dari 

pendidikan sampai pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pentingya 

perempuan untuk berusaha ikut serta terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan agar bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak 

pada kesejahteraan perempuan (Argawidyanti dkk., 2023). 
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Perempuan yang berupaya mempertahankan tanah dan sumber 

penghidupannya menunjukkan bahwa mereka adalah aktor paling penting 

dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sumber-sumber 

agraria. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan hak atas 

tanah, maka perlu disediakan wadah dan ruang untuk mendukung 

pengembangan dan penguatan kapasitas perempuan (Konsorsium 

Pembaruan Agraria, 2024). Wadah ini berfungsi sebagai sarana konsolidasi 

dan penguatan yang mendorong transformasi perempuan dari korban 

menjadi pejuang aktif dalam mewujudkan reforma agraria yang 

berkeadilan. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama dengan 

laki-laki, termasuk hak untuk mengekspresikan diri, hidup aman tanpa 

campur pihak manapun, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Hak yang 

berkaitan dengan perempuan di ruang publik yakni kebebasan pribadi 

kebebasan disini termasuk dengan kebebasan berekspresi atau berpendapat 

(Bernadika & Kavita, 2021). Ketimpangan kepemilikan tanah memberikan 

dampak yang luas terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga 

maupun masyarakat. Ketika perempuan tidak memiliki asset produktif 

seperti tanah, mereka tidak hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga 

kehilangan posisi tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga (Zahra 

dkk., 2026). 

Ruang perempuan nomaden bukan hanya soal tanah. Ruang ini juga 

berarti hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, mengakses pendidikan 

dan peluang ekonomi, serta memiliki suara dalam pengambilan keputusan. 

Ketika perempuan memiliki hak atas tanah yang aman, mereka tidak hanya 

meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan juga memperkuat ketahanan, 

kesetaraan, dan keberlanjutan masyarakat. Tanah bagi perempuan lebih dari 

sekadar properti, melainkan martabat, identitas, dan kekuasaan. Maka dari 

itu, ketika hak-hak perempuan atas tanah terjamin, masyarakat akan 

berkembang, budaya akan lestari, dan masyarakat akan semakin dekat 

dengan keadilan dan kesetaraan (Anonim, 2025). 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 77,62 

poin. IDG merupakan indikator yang mengukur peran aktif perempuan 

dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indeks 

yang digunakan oleh BPS memiliki rentang nilai 0-100. Nilai sebesar 77,62 

menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan di Indonesia berada 

pada kategori “menengah-tinggi”. Dengan kata lain, perempuan memiliki 

ruang yang semakin besar untuk berpartisipasi dalam ekonomi, politik, dan 

proses pengambilan keputusan. Meskipun sudah cukup baik, pencapaian 

belum sempurna dan masih terdapat margin yang cukup besar untuk 

perbaikan. 

Solidaritas Perempuan sebagai bagian dari organisasi perempuan, 

terus memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk dalam isu tanah, 

ruang hidup, dan akses sumber daya agraria. Gerakan perempuan diartikan 

sebagai perjuangan perempuan untuk terus menyuarakan dan 

memperjuangkan hak-haknya untuk dipenuhi, dilindungi, dan dihormati 

oleh negara. Ruang yang strategis bagi gerakan perempuan untuk saling 

mengambil pembelajaran penting dan bersolidaritas untuk perjuangan hak-

hak perempuan di Indonesia (Solidaritas Perempuan, 2019a). 

Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta hadir sebagai organisasi 

yang secara aktif memperjuangkan kedaulatan hak-hak perempuan atas 

tanah dan ruang. Solidaritas Perempuan Kinasih merupakan salah satu 

komunitas yang bergerak untuk memperjuangkan kedaulatan dan keadilan 

perempuan, kelompok rentan, dan atau kelompok minoritas dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip feminisme melalui berbagai macam 

strategi, seperti: pengorganisasian, advokasi, kampanye, dan penguatan 

kapasitas (Azzahra, 2022). Perempuan petani yang didampingi SP Kinasih 

di Desa Wadas, Purworejo serta Desa Banjararum dan Banjarasri, Kulon 

Progo menghadapi ancaman terhadap kedaulatan atas tanah dan pangan 

akibat intervensi negara, mekanisasi pertanian, serta berkurangnya 

kemandirian dalam menentukan benih, mengelola lahan, dan 
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mendistribusikan hasil pertanian. Kondisi tersebut mendorong SP Kinasih 

bersama Kelompok Perempuan Tani Karisma melakukan pengorganisasian 

dan penguatan kapasitas perempuan untuk mempertahankan hak atas tanah, 

menghidupkan kembali praktik pertanian lestari berbasis pengetahuan lokal, 

serta memperjuangkan kedaulatan pangan (Yura & Warlif 2023). 

Keterlibatan perempuan dalam gerakan ini menjadi sangat penting 

untuk memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam proses 

perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kebijakan 

pertanahan. Dengan demikian, perjuangan solidaritas perempuan bukan 

hanya mengenai pertahanan tanah sebagai aset, tetapi juga mengenai 

kedaulatan ruang, identitas, dan martabat perempuan dalam menghadapi 

ketimpangan agraria yang masih terus terjadi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Kedaulatan perempuan atas tanah merupakan isu penting dalam 

konteks agraria, terutama karena perempuan masih menghadapi 

ketimpangan struktur kepemilikan tanah, diskriminasi sosial, serta 

kerentanan dalam penguasaan ruang hidup. Meskipun UUPA telah 

menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara untuk 

memperoleh hak atas tanah, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa 

perempuan masih tertinggal dalam kepemilikan formal, pengelolaan, serta 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah (Chika dkk., 2025). 

Perempuan memiliki peran penting dalam sistem agraria karena mereka 

terlibat langsung untuk mengelola tanah, memproduksi pangan, dan 

menjaga keberlanjutan ruang hidup. 

Perjuangan perempuan dalam konflik agraria juga terjadi di berbagai 

negara, salah satunya di India Utara melalui gerakan Chipko yang dilakukan 

oleh perempuan Garhwar untuk melindungi hutan dari eksploitasi komersial 

(Pradhani, 2019). Eksploitasi hutan melalui penebangan pohon akan 

mempersulit kehidupan perempuan. Dalam situasi ini, perempuan jarang 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Para perempuan berusaha 
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membangun kembali keadilan sosial berwawasan ekologis yang perlu 

didukung dengan komitmen kepedulian antara perempuan dan alam. 

Gerakan ini menjadi salah satu bentuk perjuangan perempuan di India 

terhadap ancaman kerusakan hutan serta sebagai upaya untuk melindungi 

dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang terdampak (Kevin, 2023). 

Keterlibatan perempuan dalam gerakan agraria Mollo di Nusa 

Tenggara Timur menunjukkan bagaimana perempuan sebagai aktor utama 

dalam mempertahankan ruang hidup ketika tanah, air, dan hutan rusak 

akibat pertambangan marmer (Parastasia, 2024). Berpegang pada nilai adat 

yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kepemilikan atas 

tanah, para Mama Mollo memimpin gerakan penolakan tambang dengan 

cara non-kekerasan. Salah satu bentuk perlawanan yang mereka lakukan 

adalah menenun di area tambang sebagai simbol perlawanan terhadap ruang 

hidup mereka. Isu agraria yang mereka hadapi tidak hanya berkaitan dengan 

hilangnya sumber daya alam, tetapi juga berkaitan dengan terancamnya 

identitas budaya, nilai spiritual dan keberlangsungan hidup perempuan yang 

selama ini berperan sebagai penjaga ekosistem. Gerakan ini menunjukkan 

bahwa kerusakan alam adalah kerusakan atas hidup perempuan, sehingga 

perjuangan ekologis dan perjuangan perempuan sebagai satu kesatuan yang 

tidak dapat terpisahkan.  

Dalam konteks tersebut, permasalahan muncul ketika perempuan 

menghadapi ketimpangan kepemilikan tanah, keterbatasan ruang 

partisipasi, serta minimnya pengakuan baik secara hukum maupun sosial. 

Selain itu, posisi perempuan yang rentan kehilangan hak atas tanah, tidak 

tercantumnya nama mereka dalam sertipikat kepemilikan, serta kuatnya 

relasi kuasa yang bersifat patriarkal turut mempengaruhi sejauh mana 

perempuan dapat mengontrol, mengelola dan mempertahankan tanah 

mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi 

pemahaman perempuan mengenai kedaulatan ruang, bentuk advokasi yang 

dilakukan kelompok perempuan, serta jejaring gerakan perempuan yang 

dibangun dan dijalankan dalam memperjuangkan hak atas tanah. 
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Penggalian pemahaman ini menjadi dasar untuk memahami dinamika 

gerakan perempuan agraria dan kontribusinya terhadap pencapaian reforma 

agraria yang berkeadilan gender. 

Gerakan perempuan agraria hadir sebagai bentuk perlawanan dan 

advokasi untuk mendorong pemenuhan hak perempuan atas tanah serta 

memperjuangkan ruang hidup yang adil dan setara. Solidaritas Perempuan 

Kinasih Yogyakarta sebagai salah satu kelompok yang berupaya 

memperkuat kapasitas perempuan dalam mempertahankan ruang, 

mengadvokasi kebijakan, serta membangun jejaring untuk 

memperjuangkan kedaulatan perempuan atas sumber agraria. Namun, 

dinamika pemahaman mengenai kedaulatan ruang, bentuk advokasi yang 

dilakukan, serta strategi jaringan gerakan perempuan masih belum 

sepenuhnya dipahami secara mendalam. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggali dan memahami 

dinamika gerakan agraria untuk kedaulatan ruang dan kedaulatan 

perempuan atas tanah yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Kinasih 

di Yogyakarta. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui 

penelitian ini yaitu:   

1. Bagaimana riwayat dan karakteristik gerakan perempuan pada 

Solidaritas Perempuan Kinasih? 

2. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman perempuan mengenai 

kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah? 

3. Apa saja bentuk advokasi yang dilakukan untuk mewujudkan 

kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah? 

4. Bagaimana jaringan Solidaritas Perempuan Kinasih diantara gerakan 

perempuan yang mengadvokasi isu agraria? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan riwayat dan karakteristik gerakan perempuan pada 

Solidaritas Perempuan Kinasih; 

2. Menganalisis pengetahuan dan pemahaman kelompok perempuan 

mengenai kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah; 

3. Menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan untuk mewujudkan 

kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah; 

4. Menganalisis jaringan yang dibangun Solidaritas Perempuan Kinasih 

diantara gerakan perempuan yang mengadvokasi isu agraria. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

baik secara akademis maupun praktis, antara lain: 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai gerakan 

agraria dan perempuan khususnya berkaitan dengan kedaulatan ruang 

dan kedaulatan perempuan atas tanah. Dalam hal ini perspektif 

perempuan menjadi bagian dari kerangka penting dalam pelibatan 

perempuan sebagai pengelola sumber daya agraria.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada rancangan 

kebijakan agraria inklusif khususnya berkaitan dengan perspektif dan 

pengetahuan perempuan dalam tata kelola agraria. Hal ini penting 

sebagai upaya untuk pelibatan perempuan sebagai subjek kebijakan 

agraria.  
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Solidaritas 

Perempuan Kinasih merupakan organisasi gerakan perempuan berbasis 

feminis yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang 

berdiri pada 10 Desember 1990 di Jakarta dan bertransformasi dari yayasan 

menjadi organisasi perserikatan pada tahun 1993 dengan tujuan 

mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dalam memperluas 

gerakan hingga ke tingkat akar rumput, SP membentuk Solidaritas 

Perempuan Kinasih di Yogyakarta pada tahun 1999. Hingga saat ini, SP 

memiliki 12 komunitas yang aktif di berbagai wilayah Indonesia. 

Keterlibatan para aktor dalam SP Kinasih terbentuk melalui pengalaman 

hidup, proses pembelajaran kritis mengenai ketidakadilan gender, serta 

tanggung jawab organisasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan 

kedaulatan atas tanah maupun ruang hidup. Karakteristik gerakan SP 

Kinasih memadukan pendekatan moderat dan radikal atau feminisme 

radikal, yaitu melalui pemberdayaan serta penguatan kapasitas perempuan 

di tingkat komunitas, sekaligus mendorong perubahan sosial, ekonomi, 

budaya, dan kebijakan yang dianggap masih melanggengkan ketidakadilan 

gender. 

Pengetahuan dan pemahaman perempuan mengenai kedaulatan atas 

ruang dan tanah menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya dimaknai 

sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan yang memiliki 

nilai sosial, budaya, dan keberlanjutan hidup. Kedaulatan atas tanah 

dipahami sebagai hak perempuan untuk mengakses, mengelola, 

mengontrol, serta menentukan pemanfaatan sumber daya yang berkaitan 

dengan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya 

diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang memiliki 

hak untuk menentukan arah pengelolaan ruang hidup dan tanah yang 

menjadi sumber penghidupan mereka. 
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Bentuk advokasi yang dilakukan SP Kinasih dalam mewujudkan 

kedaulatan ruang dan kedaulatan perempuan atas tanah terdiri atas advokasi 

proaktif dan advokasi reaktif. Advokasi proaktif dilakukan melalui 

pengorganisasian, pelatihan, advokasi kebijakan, kampanye publik, dialog 

dan diskusi publik yang bertujuan memperkuat kapasitas perempuan serta 

mencegah munculnya konflik yang lebih besar. Sementara itu, advokasi 

reaktif dilakukan melalui adiensi, dan demonstrasi sebagai bentuk respons 

terhadap konflik agraria maupun kebijakan yang dianggap merugikan 

perempuan dan masyarakat akar rumput. 

Dalam menjalankan advokasinya, SP Kinasih membengun jaringan 

dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, Lembaga bantuan hukum, 

organisasi lingkungan, akademisi, media, hingga internasional. Jaringan 

tersebut berperan penting dalam memperkuat dukungan hukum, 

lingkungan, kesehatan, ekonomi dan kampanye publik sehingga perjuangan 

perempuan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, 

kerja sama antara SP Kinasih dan Kelompok Perempuan Petani Karisma 

memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatnya keberanian 

perempuan untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, bertambahnya 

pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian organik, meningkatnya 

kemandirian ekonomi, serta berkembangnya praktik pertanian yang lebih 

sehat dan ramah lingkungan. 

  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, Solidaritas Perempuan Kinasih 

berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kritis perempuan 

mengenai kedaulatan ruang dan kedaulatan perempuan atas tanah melalui 

pendidikan feminis, pengorganisasian, advokasi, serta penguatan jaringan 

gerakan. Oleh karena itu, SP Kinasih diharapkan dapat terus memperluas 

jangkauan pendidikan dan pengorganisasian perempuan, khususnya kepada 

generasi muda dan kelompok perempuan akar rumput, agar regenerasi 

organisasi serta keberlanjutan gerakan perempuan dapat terus terjaga. Selain 
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itu, penguatan kapasitas anggota dan komunitas dampingan perlu terus 

dilakukan agar perempuan semakin mampu terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

agraria dan ruang hidupnya. 

Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, hasil penelitian ini 

menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan agraria yang responsif 

gender. Perempuan perlu diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat 

pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak, pengetahuan, 

dan kapasitas dalam mengelola sumber agraria. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan kebijakan pertanahan yang mampu menjamin hak-hak 

perempuan atas tanah, baik dalam hal kepemilikan, akses, kontrol, maupun 

partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut diharapkan 

dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus 

mendorong terwujudnya keadilan gender dalam pengelolaan sumber 

agraria. 

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai kebijakan 

terkait pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam membuka 

ruang yang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Pengakuan terhadap kedaulatan ruang dan 

kedaulatan perempuan atas tanah tidak hanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan 

lingkungan, ketahanan komunitas, dan pembangunan yang lebih inklusif. 

Dengan demikian, perempuan dapat memperoleh kepastian hukum 

sekaligus memiliki kewenangan dalam menentukan pemanfaatan dan 

pengelolaan wilayah kelolanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

hidup mereka. 
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